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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan oleh penulis, maka
diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diangkat yaitu alasan
penyidik Polri menerapkan Resftorative Justice terhadap perkara tindak
pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat penyidikan adalah
karena Rumah Tangga merupakan hubungan privat antara suami dan
isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan sehingga diharapkan
tidak berakhir pada perceraian sehingga dapat memulihkan hubungan
rumah tangga agar kembali harmonis. Adanya pengaturan tentang
diskresi oleh penyidik yang tertuang dalam Pasal 16 dan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian merupakan
landasan yuridis kepada penyidik Polri dalam hal menerapkan
Restorative Justice untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di
tingkat penyidikan salah satunya terhadap perkara tindak pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Peraturan Kepolisian
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif walaupun tidak secara tertulis terhadap perkara
tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun peraturan
tersebut dapat menjadi pedoman atau dasar bagi penyidik dalam
penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
melalui  Restorative Justice di tingkat penyidikan dengan
mempertimbangkan persyaratan materiill pada Pasal 5 Peraturan
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif maka penyelesaian perkara tindak

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat penyidikan dapat
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diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan Restorative
Justice apabila bukan merupakan pembunuhan yang menimbulkan
matinya korban, tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari
masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, bukan merupakan
pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
Berdasarkan uraian dari Pasal 5 di atas, maka dalam hal ini penyidik
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat penyidikan dengan
menggunakan metode pendekatan Restorative Justice dengan
mempertimbangkan persyaratan materiil dalam Pasal 5 Peraturan
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Konsep penerapan Restorative Justice
terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah
dengan memberdayakan korban agar tetap mempertahankan hak pribadi

untuk berpartisipasi dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana.

. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat
diberikan oleh penulis adalah terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif sebaiknya lebih diperjelas dalam pemenuhan persyaratan
materiil khususnya terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
selain terhadap pemenuhan persyaratan materiil dapat dijelaskan lebih
lanjut mengenai batasan ancaman pidana jelas terhadap suatu tindak
pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan
Restorative Justice di tingkat penyidikan. Hal ini menjadi penting
khususnya bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Restorative Justice di tingkat

penyidikan.
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